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SEMUA ERA PEMERINTAHAN MENYATAKAN KOMITMEN 
TURUNKAN KEMISKINAN

• Komitmen diikuti alokasi anggaran APBN bagi program perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan, yang terbilang cukup besar. 

• Sebagian program merupakan kelanjutan atau penyempurnaan periode pemerintahan
sebelumnya. Sebagian merupakan program dan kebijakan baru pada satu periode
pemerintahan. 

• Tiap periode memiliki karakteristik tertentu yang lebih menjadi andalan. 

• Sebagian program dan kebijakan diselenggarakan khusus untuk menghadapi peristiwa
tertentu, hingga tampak lebih terpadu. 

• Ada pula program yang kurang atau belum terstruktur. 

• Secara dokumen resmi, kebanyakan program dikatakan memiliki tujuan dan sasaran
yang berbeda. Sedangkan dalam realisasinya, masih terdapat banyak tumpang tindih
dan kekurangjelasan di lapangan. 
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Sistem Jaminan
Sosial Nasional

(SJSN), 
Sistem

Perlindungan
Sosial

Terintegrasi

Setelah tahun 2014

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin 
(Askeskin) dan Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas)
Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin)
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 
Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM)

Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
(ASLUT)
Asistensi Sosial Orang Dengan
Kecacatan (ASODK)
Program keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Siswa Miskin (BSM)
PNPM Mandiri

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kesejahteraan Sosial Anak 
(PKSA)
Kelompok Usaha Bersama (KUBe)

Bantuan untuk Komunitas Adat Terpencil

Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial

Pasca Krisis Ekonomi - 2014

JPS bidang pangan: OPK

JPS bidang ketenagakerjaan: 
Padat Karya

JPS bidang pendidikan: 
program beasiswa untuk
siswa dan Bantuan dana 

Operasional Sekolah

JPS Bidang Kesehatan
Pemberdayaan Daerah dalam

Mengatasi Dampak Krisis
Ekonomi (PDMDKE)

Program Pengembangan
Kecamtan (PPK)/Kecamatan
Development Program (KDP)
Penanggulangan Kemiskinan

di Perkotaan (P2KP)/Urban 
Poverty Program (UPP)

Periode Krisis Ekonomi (1997-
1998)

Inpres Desa Tertinggal (IDT) 
Tabungan dan Kredit Usaha 
Keluarga (Takesra dan Kukesra)
Program Pembinaan dan 
Peningkatan Pendapatan
Petani/Nelayan Kecil (P4K). 

Jaminan kesehatan PNS, ABRI, 
veteran perintis kemerdekaan
beserta anggota keluarganya
(Perum Husada Bhakti)
Jaminan Ketenagakerjaan (PT 
Jamsostek)
Jaminan pensuiun PNS (PT 
TASPEN)
Jaminan pensiun ABRI (Perum
ASABRI)

sebelum Reformasi
(sebelum 1998)
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PENGKLASIFIKASIAN PROGRAM KEMISKINAN ERA SBY I DAN SBY II

• Sosialisasi pengkategorian program dan kebijakan berdasar empat kluster program. 
Tiap kluster terdiri dari berbagai program. Program tersebut tidak hanya ditujukan bagi
penduduk miskin, melainkan juga bagi yang hampir miskin dan yang rentan miskin. 

• Kluster I merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial
Terpadu Berbasis Keluarga. Diantaranya: beras miskin (raskin), Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), BSM (Bantuan Siswa Miskin) dan PKH (Program Keluarga
Harapan).

• Kluster II merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat. Contohnya adalah program PNPM Mandiri. 

• Kluster III merupakan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Contohnya adalah program Kredit
Usaha Rakyat (KUR). 

• Kluster IV merupakan program lainnya, seperti: Program Rumah Sangat Murah, Program 
Kendaraan Angkutan Umum Murah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Hemat
Listrik dan Hemat Air, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program 
Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan.
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ERA JOKOWI I DAN II

• Sebagian besar program era SBY I-II dilanjutkan pada era Jokowi I-II, dengan beberapa
perubahan yang dianggap sebagai perbaikan. 

• Era Jokowi I menambahkan program dan kebijakan strategis. 

• Sebagiannya yang sering dikedepankan kini adalah: (1) perluasan cakupan program 
Bidikmisi, PKH dan PBI JKN, (2) menaikkan indeks manfaat program PKH, (3) menaikkan
tarif iuran segmen PBI program JKN pada tahun 2016, (4) meningkatkan alokasi dana 
desa, dan (5) transformasi subsidi rastra menjadi bantuan sosial pangan (BPNT/Rastra); 
(6) Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menambahnya dengan UMi.
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No. Program

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN

1 Program Indonesia Pintar (PIP)

Alokasi (Triliun Rp) 11,6 6,6 11,2 10,8 10,7 11,0 11,2 11,1 

Sasaran (Juta Siswa) 23,6 11,0 20,5 20,7 20,0 20,4 20,5 20,1 

2 Bidikmisi

Alokasi (Triliun Rp) 1,5 2,2 2,7 3,2 3,7 4,0 4,9 6,7 

Sasaran (Juta Siswa) 158,3 220,0 266,8 324,5 358,2 392,6 463,6 819,4 

3 Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)

Alokasi (Triliun Rp) 3,4 4,4 5,6 7,6 11,3 17,5 32,7 29,1 

Sasaran (Juta Siswa) 2,3 2,8 3,5 6,0 6,23 10,0 10,0 10,0 

4 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Alokasi (Triliun Rp) - - - - 1,6 19,3 20,8 28,1 

Sasaran (Juta Siswa) - - - - 1,2 15,6 15,6 15,6 

5 PBI Jaminan Kesehatan Nasional/KIS

Alokasi (Triliun Rp) 8,2 19,9 19,9 24,8 25,4 25,5 26,7 26,7 

Sasaran (Juta Siswa) 75,9 86,3 88,0 91,1 92,3 92,4 96,8 96,8 

6 Bantuan Langsung Tunai (BLT/BLSM/PSKS)

Alokasi (Triliun Rp) 9,7 6,4 9,5 - - - -

Sasaran (Juta Siswa) 15,5 15,5 15,0 - - - -

7 KUBE/UEP

Alokasi (Triliun Rp) 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3

Sasaran (Juta Siswa) 53,9 69,0 243,7 200,8 140,3 118,8 101,8 135,0

8 Subsidi (diluar Subsidi Pajak)

Alokasi (Triliun Rp) 351,0 386,2 177,5 164,90004 157,2 206,4 212,9 175,4

9 Dana Desa

Alokasi (Triliun Rp) - - 20,8 46,7 59,8 59,9 70,0 72,0 

10 Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Alokasi (Triliun Rp) - - - - 1,5 2,5 3,0 1,0 

Sasaran (ribu Debitur) - - - - 307,5 500,0 600,0 241,0 

Total 385,9 426,2 247,6 258,4 271,5 346,3 382,4 372,5 

PUBLIKASI APBN 
tentang Anggaran Kemiskinan, 
sering berubah definisi

PUBLIKASI TERKINI 
menyebutnya
Program Perlindungan Sosial 
dan Pengentasan
Kemiskinan

\
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BELUM SEPENUHNYA EFEKTIF DAN TEPAT SASARAN: Pengakuan
tentang Efektivitas Program dalam Paparan Menkeu di DPR 18 Juni
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Dari total kelompok pengeluaran 20 persen
terbawah (Q1), 25,57% nya menerima PKH. 
Q2 yang menerima sebanyak 18,26%. 
(sumber data gambar BPS)

Akan tetapi PKH masih banyak yang salah 
sasaran.  Masih terdapat rumah tangga Q3 
hingga Q5 yang menerima PKH. 
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RASKIN/RASTRA, BPNT, Kartu
sembako
• Rastra merupakan program penanggulangan

kemiskinan bidang pangan memalui subsidi
beras bagi rumah tangga miskin dan rentan
miskin.

• Sejak 2017, penyaluran beras bersubsidi mulai
dialihkan melalui program Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT). 

• Pada 2019, BPNT digunakan hanya untuk
membeli beras dan/atau telur di e-Warong

• Bantuan ataupun subsidi berupa raskin
(rastra) sebenarnya hanya ditujukan untuk
rumah tangga berpendapatan rendah. 

• Dalam klasifikasi BPS, merupakan rumah
tangga miskin dan rentan miskin. 

• Akan tetapi, survei BPS menunjukkan bahwa
rumah tangga desil pengeluaran kelompok
menengah dan atas masih cukup banyak yang 
menerima raskin (rastra). 
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Program Indonesia Pintar (PIP) melalui KIP; Kelompok terbawah (Q1) yang menerima
19,15% dari total penduduk pada kelompok tersebut Kelompok menengah dan atas
(Q3 sampai dengan Q5) masih cukup banyak yang menerima PIP. 

1.67

5.84

9.56

13.86

17.66

1.85

6.49

11.03

15.85

20.31

1.78

6.56

11.01

15.46

19.15

0

5

10

15

20

25

Q5 Q4 Q3 Q2 Q1

2017 2018 2019

10 / 18



KONSEP DASAR PERLINDUNGAN SOSIAL MENURUT PEMERINTAH

• Konsep dasar perlindungan sosial mencakup tiga hal, yaitu bantuan sosial (Bansos), jaminan
sosial (Jamsos) serta jaring pengaman sosial (social safety net). 

• Bansos berfokus pada masyarakat miskin dan rentan (Bottom 40) dengan sumber dana dari
Pemerintah (Non-Contributory System). Program bansos di Indonesia yang berikan oleh 
pemerintah pusat mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program 
Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan Iuran Program Jaminan
Kesehatan Nasional, serta asistensi untuk penduduk usia lanjut dan disabilitas. 

• Sedangkan program jamsos berfokus pada seluruh penduduk atau pekerja dengan sumber
dana dari individu atau pemberi kerja (Contributory System). Mencakup program Jaminan
Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk yang dikelola oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan program Jaminan Ketenagakerjaan (Jaminan 
Kematian, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Pensiun) seluruh pekerja yang dikelola oleh 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, Jaminan Ketenagakerjaan untuk PNS 
dan TNI/Polri masih dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. 

• Program jaring pengaman sosial esensinya program yang disiapkan untuk melindungi
masyarakat miskin dan rentan dari kemunduran sosial akibat goncangan perekonomian
atau bencana.
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Klaim Pemerintah tentang Konsep (Sistem) Perlindungan Sosial Saat INI

Gambar disalin dari dokumen KEM-PPKF 2021
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Gambar disalin dari NOTA KEUANGAN DAN APBN 2020
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TARGET PERLINDUNGAN SOSIAL APBN 2020

Gambar disalin dari INFORMASI APBN 2020
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Gambar disalin dari dokumen KEM-PPKF 2021
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CATATAN PENUTUP
• Sebelum ada pandemic covid-19 pun, Pemerintah telah klaim memiliki konsep kebijakan yang 

“menyeluruh” tentang perlindungan sosial bagi 40% masyarakat terendah.
• Alokasi dana APBN telah cukup besar tiap tahun, dan masih demikian pada APBN 2020
• Klaim tentang jumlah penerima manfaat “cukup meyakinkan” dan menjangkau hampir seluruh

“bottom 40”.
• Data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu telah ditetapkan melalui

Kepmensos. Dan Pengelolaan data terpadu Kesejahteraan ditetapkan melalui Permensos. Bisa 
dikatakan, Pemerintah (Kemensos) telah memilki data yang terus di update. 

• Berdasar klaim dalam dokumen resmi (seperti Nota Keuangan dan APBN) itu, seharusnya
Pemerintah telah memiliki data yang cukup presisi, by name by address

• Program dan anggaran perlindungan sosial bahkan ditambah dari Pemerintah daerah
• Jika saat ini ada “kekisruhan data” dalam penyaluran bansos terkait pandemic covid-19 berarti

program perlindungan sosial selama ini pun TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK
• Bansos terkait covid-19 lebih merupakan “top up dan scale up” program yang ada. Tambahan

anggaran tampak kurang banyak, dan kelemahan bawaan pelaksanaan sebelum pandemic turut
terbawa

• Diperlukan perubahan mendasar terhadap konsep dan pelaksanaan program perlindungan sosial
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